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NOMOR I TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN

PENELITIAN, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR BAGI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pel ay an an rekomendasi izin penelitian,

surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan

(Ormas) dan rekomendasi bantuan keuangan kepada partai politik

(parpol), perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP)

dengan Peraturan Walikota Kendari;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3602);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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